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ABSTRAK

Delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama bukan hanya diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, tetapi juga diatur dalam Penelapan
Presiden Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan
Undang-undang PNPS Nomor | Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya
berisi 5 Pasal. Di dalam al-Qur“an terdapat ayat yang melarang untuk memperolok-
olok bahkan menghina orang lain yaitu Dalam surat Al-Hujurat ayat 11.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana
penghinaan terhadap simbol keagamaan menurut hukum positif Indonesia serta

bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap simbol keagamaan

menurut hukum Islam.
Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal

156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang delik penghinaan
terhadap simbol-simbol agama, perumusan delik penghinaan terhadap simbol-simbol
agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam
kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat
melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik
penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum
tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun. Pandangan hukum [slam mengenai delik penghinaan tgrhadap
simbol-simbol agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur“an maupun hadits yang

menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya.
berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk

Penerapan hukuman ta’zir yang ifan hakim, :
menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta’zir disisi lain sc_]al?m dengan sanksi
hukum yang ada dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, hal
ini bila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai
1 i di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penghinaan

ringan, tetapi
terhadap simbol-simbol agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang
ditimbulkan.

Kata Kunci : Penghinaan, Simbol Keagamaan, delik.
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BAB IV

PENUTUP

4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut -

I.  Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia. khususnya dalam penerapan
pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang delik
penghinaan terhadap simbol-simbol agama, perumusan delik penghinaan
terhadap simbol-simbol agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena
penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu
agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol
agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa
sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara sclama-lamanya lima tahun.

2. Pandangan hukum Islam mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol
agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur"an maupun hadits yang
menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi
hukumnya. Penerapan hukuman ta’zir yang berdasarkan kearifan hakim,
digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta’zir disisi
lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 136a Kitab Undang-
[ /ndang Hukum Pidana (KUHP. hal ini bila delik penghinaan terhadap
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